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ABSTRAK
Nama : Deni Angela
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Bisnis dan Militer, Studi Kasus: Eksistensi Inkopad Pasca

Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres.
No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI,
xiii + 184 halaman, 8 tabel,]1 gambar, 13 lampiran, 38 buku, 7
peraturan perundang-undangan, dokumen Mabes TNI, 6 dokumen
Inkopad, 3 dokumen lainnya, dan wawancara 12 nara sumber.

Pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43
Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan
melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti
karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk
badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya
bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.

Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya
Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki
923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia,
dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI
AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini
karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru
memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek
hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.

Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan
Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger
tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger,
Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam
bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan,
Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja
tentang Koperasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian
eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan
data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview)
dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan
data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang
tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT
didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun
2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XI1/2009
Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam
badan hukum Inkopad.

Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan
militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi
dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya
saja teori Huntington tentang “praetorian society” tidak dapat dibuktikan didalam
konteks Indonesia.

Kata Kunci:
Bisnis dan Militer Studi Kasus: Inkopad
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ABSTRACT
Name : Deni Angela
Study Program . Political Science
Title : Business and Military Study Case: The existence of

Inkopad after the publication of UU. NO. 34 year 2004
Regarding the Armed Forces and Presidential
Regulation No. 43 year 2009 regarding the taking over
of Armed Forces Business activities, xiii + 184 pages, 8
table, 1 pitcure, 13 appendixes, 38 books, 7 law of
Indonesia, 2 documents Mabes TNI, 6 documents
Inkopad, 3 other documents, and interview records of 12
resource persons.

After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and
Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces
Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation
legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of
those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV
and Firm will be taken over by the government.

The research focused to the military business and the cooperation ‘“‘Inkopad”,
because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct
their businesses in their respective field in Indonesia’s 31 provinces. The growth of the
cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of
business compared to the other two branches and the Police Force.

As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel
about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about
professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer,
Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business
and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta,
Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about
cooperation.

This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data
gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from
in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The
secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces
Headquarters documents, Inkopad’s documents, and others.

The findings in this research is ever since the publication of the said laws,
Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad
legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense
Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/X11/2009 verse 9 letter
(a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal
entity.

Theoritical implications shows that the professional military theory, military
involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and
the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It’s
only Huntington’s theory about “praetorian society” can not be proven in Indonesian
context.

Keyword:
Business and Military study case: Inkopad
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
pada 16 Oktober 2004 dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan
Aktivitas Bisnis TNI pada 11 Oktober 2009 merupakan kelanjutan reformasi di
tubuh TNI. Reformasi ini harus segera dilaksanakan demi mewujudkan TNI
yang profesional sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Untuk mendukung hal tersebut, pasal-pasal di dalam UU. No. 34 Tahun
2004 Tentang TNI diarahkan untuk fokus dalam mewujudkan TNI yang
profesional. ~ Misalnya, Pasal 2 huruf (d) tentang konsep tentara profesional,
Pasal 39 ayat (3) tentang pelarangan bagi prajurit untuk berbisnis, dan Pasal 76
ayat (1) dan ayat (2), tentang proses pengambilalihan bisnis TNL'

Di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
dikatakan bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik,
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin
kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip
demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan
hukum internasional yang telah diratifikasi. Didalam Pasal 39 ayat (3) kembali
ditegaskan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, Pasal 76 ayat (1)
dikatakan juga bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-
undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang
dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan dalam ayat (2) dikatakan bahwa tata cara dan ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan presiden.”

Melihat penjelasan dari pasal-pasal tersebut ada political will dari
Pemerintah dan TNI untuk sungguh-sungguh mereformasi diri dalam upaya

mewujudkan TNI yang profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
*Ibid.
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Kesungguh-sungguhan TNI dalam mewujudkan TNI yang profesional tentu tidak
terlepas dari faktor sejarah yang telah banyak melibatkan TNI dalam bidang bisnis
dan politik yang bukan bidang tugasnya selama ini, sehingga mengganggu tugas
TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI sebenarnya telah dimulai sekitar
1950-an.” Pada awalnya aktivitas militer terbatas pada “pengadaan barang ilegal”
yang meliputi: memasarkan berbagai macam peralatan transportasi dan
pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani”.4

Pada 5 Oktober 1945 secara formal telah berdiri suatu lembaga angkatan
bersenjata di Indonesia, tetapi sesungguhnya yang ada hanya merupakan TKR-
TKR lokal dan batalyon-batalyon yang berjalan sendiri-sendiri tanpa komando
dari pusat. Secara organisasi, batalyon-batalyon ini tidak terorganisasi dengan
baik, karena masih berjalan dan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa
bantuan dari markas pusat. Pada saat itu, sesungguhnya bisnis militer telah
dimulai. Salah satu aktivitas yang paling populer pada masa itu adalah
penyeludupan dan penjualan candu yang merupakan komoditas paling
menguntungkan.”  Diperkirakan, pada akhir 1945 telah terbentuk 400 batalyon
dan di antara batalyon-batalyon tersebut, muncul perlombaan untuk memperoleh
senjata. Menurut Nasution yang dikutip Anderson, jumlah tentara pada saat itu
kurang lebih 150.000 orang dan senjata yang tersedia hanya cukup untuk 28.000
orang.  Bagaimana cara memperoleh senjata tersebut suatu persoalan yang
dikemudian hari menjadi berkembangnya bisnis militer.®

Selain hal tersebut di atas, keterlibatan militer dalam bisnis tidak terlepas
dari peran ganda yang dimainkan oleh militer, yang dikenal dengan nama
Dwifungsi ABRI. Dwifungsi berawal dari konsep “Jalan Tengah” yang digagas
oleh Jend. TNI. A.H. Nasution, yaitu keterlibatan ABRI sebagai kekuatan

3 Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi sudah menjadi ciri yang menonjol di
negara-negara berkembang.  Di negara-negara Dunia Ketiga institusi militer dilahirkan oleh
pergulatan politik di masa kolonial dan masa-masa awal pascakolonial. Pada umumnya di negara-
negara Dunia Ketiga ini, militer sebagai organisasi modern lahir bersamaan atau hampir
bersamaan dengan tercapainya kemerdekaan. Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 15.

*Richard Robison, Rise of Capital, Allen & Unwin (Sydney: Fourth Impression, 1988), hal. 251.
’Indria Samego dkk, Bila Abri Berbisnis (Bandung: Mizan, 1998), hal. 45.

Moch. Nurhasim dkk, Praktek-Praktek Bisnis Militer, Pengalaman Indonesia, Burma, Filipina
dan Korea Selatan (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hal. 14-15.
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pertahanan dan keamanan, dan kekaryaan. Kekaryaan ini meliputi kekaryaan
bidang sosial-ekonomi dan sosial- politik.7 Konsep Dwifungsi ABRI merupakan
faktor yang melegitimasi kehadiran militer dalam aktivitas ekonomi, yang juga
didukung oleh keterlibatan militer dalam bidang politik.

Puncak keterlibatan militer di dalam bisnis terjadi pada masa Orde Baru.
Pada masa ini keterlibatan militer di dalam bisnis dianggap terlalu jauh masuk
kedalam sektor-sektor yang bukan merupakan tugas pokoknya sebagai prajurit
penjaga pertahanan negara.  Banyak anggota TNI yang menduduki berbagai
posisi strategis dalam bisnis, baik di perusahaan swasta maupun di Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Sebagian kursi di jajaran Komisaris dan Direksi
disediakan untuk anggota TNI. Melalui sejumlah Yayasan dan Koperasi, militer
menguasai ratusan perusahaan yang menguntungkan. Karena itu sesungguhnya
dalam perekonomian Indonesia militer adalah salah satu konglomerat besar.
Konglomerasi bisnis yang dirintis sejak tahun 1950-an kini telah menjelma
menjadi gurita bisnis di berbagai sektor dengan jumlah aset yang besar.®

Puncak kejayaan bisnis TNI akhirnya runtuh ketika datangnya reformasi
pada akhir Mei 1998. Runtuhnya kejayaan bisnis TNI ditandai dengan runtuhnya
rezim Soeharto pada Tahun 1998.  Bergantinya rezim Orde Baru ke rezim
Reformasi telah menempatkan TNI pada posisi yang sulit, khususnya menghadapi
tuntutan mahasiswa dan demokrasi untuk segera mereformasi diri, khususnya
mengakhiri Dwifungsi ABRI, tidak berbisnis dan berpolitik.

Menghadapi tuntutan-tuntutan ini, pimpinan TNI cukup tanggap dan
responsif, terutama ditandai oleh munculnya paradigma baru serta usaha reposisi

dan redefinisi peranan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.9 Adanya

"Iswandi, op. cit., hal. 103.

$Muchtar Mas'oed, Bisnis dan Otonomi Politik Militer dalam Military Without Military (Jakarta:
LIPI, 2001), hal. 315.

? Redefinisi: Dwifungsi ABRI di masa reformasi telah diubah terminologinya menjadi peran ABRI
hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir. Selama ini Dwifungsi diidentikan dengan
kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi secara utuh
sehingga tidak ada lagi peran dikotomis dan distingtif. Reposisi diformulasikan sebagai penataan
posisi ABRI yang diletakan pada wacana kehidupan bangsa, yang berpangkal dan berujung pada
titik kebebasan dan transparansi sebagai kosakata reformasi dengan ketertiban dan keapstian
sebagai pagar kebebasan. Pengambilan posisi tersebut menggambarkan betapa ABRI disamping
pro-aktif dalam menjamin keamanan dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis, ABRI
juga concern dalam pembangunan nasional.  Reaktualisasi akan dituangkan upaya penataan
kembali implementasi peran ABRI pada masa mendatang. Sudah menjadi komitmen ABRI untuk
menerapkan perannya di masa depan secara tepat sesuai perkembangan zaman dan asipirasi
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upaya redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI mempunyai arti bahwa
ABRI sekarang berbeda dengan ABRI pada masa Orde Baru, jika pada masa Orde
Baru ABRI selalu menempati dan menikmati posisi sentral, maka saat ini ABRI
harus rela memberi jalan bagi institusi sipil untuk melaksanakan tugas-tugas
sesuai bidangnya.

Jika pada masa Orde Baru penugasan ABRI diluar struktur ABRI
mencakup lingkup yang sangat luas, kini lingkup tersebut harus diperkecil dan
dibatasi pada posisi yang memiliki nilai strategis serta mengurangi keterlibatannya
dalam politik praktis. =~ ABRI harus menghindari keterlibatan yang berlebihan
dalam bidang yang bukan tugasnya, sehingga ada pembagian peran dengan mitra
sipil khususnya dalam menempatkan peran institusi secara fungsional.10

Tuntutan untuk mengembalikan TNI ke pada fungsi dan tugasnya sebagai
penjaga kedaulatan NKRI tentu merupakan perjuangan yang tidak mudah.
Apalagi dari kalangan internal TNI muncul anggapan bahwa aktivitas bisnis yang
selama ini dilakukan dipercaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
prajurit, walaupun jumlahnya sangat sedikit.'' ~ Tetapi kalangan sipil sangat
percaya bahwa keikutsertaan TNI di dalam bisnis hanyalah menguntungkan
segelintir elit militernya saja, sementara kesejahteraan prajurit rendahan tidak
banyak berubah, walaupun jumlah bisnis TNI sudah sedemikian menggurita.'?

Untuk mendukung upaya mewujudkan TNI yang profesional tidak
berbisnis dan tidak beropolitik, Pemerintah selaku pelaksana regulasi negara
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 43 Tahun 2009 Tentang
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.  Inti dari Perpres ini adalah instruksi

kepada pihak-pihak terkait, yang meliputi Departemen Pertahanan, Departemen

masyarakat. Mabes TNI, Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi, Mabes TNI,
Edisi IIT Hasil Revisi, Jakarta 1999, hal. 16-17.

19 Markas Besar TNI, Paradigma Baru Peran TNI, Sebuah Upaya Sosialisasi, Mabes TNI Jakarta,
Edisi IV Hasil Revisi, 1999, hal. 19.

"' Di Pakistan, Jenderal Jia-UI haq hingga PM Benazir Bhutto membiarkan militer untuk
mengembangkan bisnisnya, bahkan menjadikannya sebagai “trade off’ bagi loyalitas militer agar
tunduk kepada pemimpinnya. Bahkan partai politik Islam Jama’at Islami juga tidak menganggap
aktifitas militer non militer yang dilakukan oleh militer Pakistan ebagai suatu masalah, justru akan
memperkuat masyarakat dan perekonomian. Ayyessa Shiddiqa Agha, Power, Perks, Prestige and
priviligage, Military’s economic Artivities in Pakistan, dalam BICC IPCOS, Jakarta: 17-19
Oktober 2000, hal. 16.

"2 Beni Sukandis dan Eric Hendra, TNI Yang Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI (Jakarta:
Laspersi dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hal. 12.
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Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI untuk menata dan menertibkan
seluruh bisnis TNI, tidak terkecuali Yayasan dan Koperasi TNI. Hal ini
dilakukan pemerintah terkait komitmen untuk menjalankan amanat UU. No. 34
Tahun 2004 Tentang TNI sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal Pasal 76 ayat
(1) dan ayat (2), tentang proses pengambilalihan bisnis TNI.

Intruksi pengambilalihan bisnis TNI di dalam Perpres. No. 43 Tahun 2009
tertuang di dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 2 Perpres. No. 43 Tahun
2009, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan pengambilalihan
seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang pelaksanaanya dilakukan oleh Menteri Pertahanan
dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai lingkup
tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 3 huruf (d) pengambilalihan bisnis TNI harus dilakukan berdasarkan
asas transparansi dan huruf (e) berdasarkan asas akuntabilitas. Pasal 4,
Pengambilalihan seluruh aktivitas bisnis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dilakukan melalui: huruf (a) pengambilalihan aktivitas bisnis yang dimiliki dan
dikelola secara langsung oleh TNI, huruf (b) penataan Koperasi dan Yayasan yang
berada dilingkungan TNI, (c) penataan pemanfaatan barang milik negara yang
berada dilingkungan TNI. Pasal 6 ayat (1) penataan Koperasi dan Yayasan yang
berada di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b,
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan
tujuan pendiriannya, ayat (2) dalam kegiatan Koperasi dan Yayasan yang berada
di lingkungan TNI tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya, terhadap Koperasi
dan Yayasan tersebut dapat dilakukan langkah-langkah berupa penggabungan atau
pembubaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat langkah-langkah tersebut, khususnya yang terkait
dalam proses pelaksanaan pengambilalihan bisnis TNI, pada 21 Oktober 2009
dikeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 22 Tahun 2009
Tentang Pelaksanaan Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNL" Sedangkan untuk

mengatur lebih lanjut aktivitas bisnis TNI pada 31 Desember 2009 dikeluarkan

"> Lihat Pasal 11 Perpres. No. 43 Tahun 2009, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengambilalihan aktivitas bisnis TNI, diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan atau Peraturan
Menteri Keuangan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
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juga Peraturan Panglima (Perpang) TNI No. 93/XII/2009 Tentang Penataan
Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI.

Untuk mengatur lebih lanjut pemanfaatan bisnis di lingkungan TNI
dikeluarkan juga Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 23/PMK.06/2010
Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI pada 28
Januari 2010. Inti dari ketiga peraturan pendukung ini adalah upaya keseriusan
Pemerintah dan TNI untuk mereformasi diri dalam upaya mewujudkan TNI yang
profesional sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Dari berbagai penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa demi
terwujudnya profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara maka semua
bisnis yang berada di bawah naungan TNI baik secara perorangan maupun
institusi yang bertentangan dengan tujuan pendiriannya yang digariskan oleh
undang-undang, harus segera dibubarkan atau dilakukan penataaan, tidak
terkecuali Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT) yang berada dilingkungan
TNIL

Melihat hal tersebut, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi
Koperasi militer di masa yang akan datang. = Karena dengan dikeluarkannya
berbagai peraturan di atas, apakah Koperasi militer merupakan obyek hukum dari
undang-undang tersebut, atau dengan adanya peraturan tersebut kedudukan
Koperasi militer semakin kuat di dalam tata perekonomian nasional Indonesia.'*

Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) adalah badan pelaksana
pusat perkoperasian di tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad)
yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad).
Inkopad berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan berdasarkan falsafah
Pancasila. Sebagai badan usaha dalam jajaran TNI Angakatan Darat, Inkopad

mempunyai tugas pokok membantu Kasad menyelenggarakan Perkoperasian

'"* TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif untuk melakukan usaha-usaha
dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia."* Perkembangan Koperasi di bawah Angkatan Darat
yang paling besar dari segi jumlah, modal dan usaha tumbuh di pulau Jawa seperti: DKI Jaya,
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (sesuai dengan urutannya). Karena itu tak heran
begitu luas dan besarnya bisnis Angkatan Darat dibandingkan dengan kedua angkatan lainnya dan
Polri.  Statistik Koperasi Biro Perencanaan Data Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan
UKM, Tahun 2001, ditulis didalam buku Moch. Nurhasim dkk, op. cit., hal. 42.
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dalam rangka membina dan menunjang kesejahteraan anggota TNI Angkatan
Darat beserta keluarganya secara terus-menerus sesuai dengan fungsi Koperasi,
sebagaimana yang ditetapkan dalam UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inkopad berupaya mencari
peluang-peluang bisnis disegala bidang dengan membentuk unit-unit usaha
maupun Perseroan Terbatas (PT), baik PT yang milik sendiri maupun PT yang
bekerjasama dengan mitra usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Adapaun
unit-unit Usaha itu meliputi: Unit Usaha Kartika Artha, Unit Usaha Kartika
Bhuana Niaga, Unit Usaha Kartika Transport, Unit Simpan Pinjam (Kresna Asri).
Sementara itu Inkopad memiliki PT-PT milik sendiri yang meliputi: PT. Reka
Daya Kartika, PT Mina Kartika dan PT. Kartika Inti Perkasa.

Inkopad juga melakukan penyertaan saham kepada pihak ketiga yang
meliputi: PT. Bank Dagang dan Industri, PT. Bank Yudha Bhakti, PT. Bank
Bukopin, dan PT. Telkom. Untuk meningkatkan laba Koperasi Inkopad juga
bekerjasama dengan PT. Benteng Graha Makmur dalam rangka pembangunan
Food Court Centre di atas tanah milik Inkopad.

Dalam bidang pembinaan perkoperasian dan usaha dilingkungan TNI
Angkatan Darat, Inkopad melaksanakan pembinaan terhadap 21 Pusat Koperasi
TNI Angkatan Darat (Puskopad) yang berada di setiap Komando Utama (Kotama)
dan 977 Primer Koperasi TNI Angkatan Darat (Primkopad) berada di satuan-

satuan seluruh Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Sejak dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI hingga
diterbitkannya Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas
Bisnis TNI, Inkopad merupakan Koperasi TNI AD yang sangat strategis dalam
membantu Kasad untuk mensejahterakan prajurit dan keluarganya secara terus
menerus.  Dalam upaya memenuhi kesejahteraan prajurit tersebut, Inkopad
memiliki beberapa unit usaha, badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai
salah satu strategi untuk memperbesar laba Koperasi. Meskipun Inkopad

berbadan hukum Koperasi, namun pada prakteknya Inkopad memiliki badan
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hukum PT di dalam badan hukum Koperasi yang fungsinya untuk membantu
prajurit dalam usaha mewujudkan kesejahteraan. Praktek perseroan di dalam
bandan hukum Koperasi hingga saat ini masih terus dijalankan Inkopad.

Meskipun sangat mustahil hal ini dilaksanakan'?, tapi fakta sejarah
memperlihatkan bahwa Inkopad dalam melaksanakan fungsi Koperasinya telah
menggunakan badan hukum PT dalam memperbesar laba Koperasi. Meskipun
tidak mungkin dualisme badan hukum ini dijalankan ketika tujuan masing-masing
badan hukum sangat berbeda dan berseberangan. Dimana badan hukum Koperasi
fokus pada kesejateraan anggotanya sebagaimana yang digariskan di dalam UU.
No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3', sementara PT fokus pada
kesejahteraan pemilik saham atau terbatas dengan besarnya jumlah saham yang
disetor, atau dengan kata lain perseroan terbatas fokus pada kesejahteraan orang-
perorang sebagai pemiliki saham.

Berikut ini dinamika perkembangan unit usaha Inkopad mulai dari tahun
2003 hingga tahun 2010, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), PT yang
sifatnya bekerjasama dengan pihak ketiga, serta penyertaan modal di beberapa PT
atau Bank yang dikelola oleh pihak ketiga.

Tahun 2003 Inkopad memiliki 5 (lima) unit usaha dan 2 (dua) perseroan
terbatas, yang terdiri dari'’: 1) Unit Usaha Kartika Aneka Niaga bergerak dalam
bidang pemasaran minyak tanah dari Pertamina, perdagangan, keagenan, 2) Unit
Usaha Kartika Bhuana Niaga bergerak dalam bidang realisasi impor dengan mitra
usaha dan jasa pergudangan, 3) Unit Usaha Duta Kartika Kencana bergerak
dalam bidang penjualan tiket pesawat dan jasa wartel, 4) Unit Usaha Duta

Kartika Cargo bergerak dalam bidang kerjasama ekspedisi udara, jasa warte, jasa

"% Pasal 1 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan. Pasal 63 ayat (1) huruf (a), bahwa Pemerintah dapat menetapkan kegiatan ekonomi
yang hanya boleh di usahakan oleh Koperasi. Dari kedua penjelasan pasal-pasal ini sangat tegas
dikatakan bahwa hanya badan hukum Koperasi yang diperbolehkan, dan tidak ada badan hukum di
dalam bandan hukum Koperasi.

' Pasal 3 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi bertujuan memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan
makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

17 Evaluasi Hasil RENJA dan RAPB Inkopad Tahun 2003, 1 Januari s.d 30 September 2003,
Jakarta, 2003.
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pengepakan barang dan jasa angkut dan penerbitan iklan di media surat kabar
nasional, dan 5) Unit Usaha Kartika Transport bergerak dalam bidang angkutan
kota (ankot) di daerah Sasak Bogor. Sementara itu PT-PT Inkopad terdiri dari:
PT. Mina Kartika bergerak dalam bidang mengoperasikan kapal-kapal penangkap
ikan, ekspor udang beku, dan docking untuk armada kapal-kapal Mina Raya, PT.
Rekadaya Kartika bergerak dalam bidang developer perumahan. Sedangkan unit
usaha yang sifatnya kerjasama dengan pihak ketiga meliputi: 1) PT. Mitra Kartika
Sejati bergerak dalam bidang pengelolaan dan ekspor udang tambak ke Jepang, 2)
PT. Kartika Inti Perkasa bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.

Dinamika unit-unit usaha dan PT baik yang milik sendiri maupun yang
bekerjasama dengan pihak ketiga mengalami pasang surut hingga tahun 2010.
Pada tahun 2010 unit-unit usaha Inkopad terdiri dari 4 (empat) unit usaha yang
sebelumnya pada tahun 2003 memiliki 5 (lima) unit usaha.  Unit-unit usaha
tersebut adalah sebagai berikut: 1)Unit Usaha Kartika Artha yang bergerak dalam
bidang agen minyak tanah Pertamina, perdagangan, keagenan, tour and travel,
wartel, cargo, jasa pengepakan dan penyewaan ruangan. 2) Unit usaha Kartika
Bhuana Niaga bergerak dalam bidang ekspor-impor, penyewaan gudang milik
sendiri, 3) Unit usaha Kartika Transport bergerak dalam bidang angkutan kota
(Angkot) di Sasakpanjang, 4) Unit simpan pinjam Kresna Asri bergerak dalam
bidang simpan pinjam.

Di tahun 2010 PT milik Inkopad bertambah menjadi 3 (tiga) PT, artinya
dalam kurun waktu 2003-2010 Inkopad meningkatkan status PT. Kartika Inti
Perkasa yang bergerak di dalam pengolahan kelapa sawit yang pada tahun 2003
sifatnya hanya perseroan yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan hanya
memiliki 20% saham di PT. Tunggal Mitra Plantation, dalam kurun waktu 2003-
2010 PT. Kartika Inti Perkasa memiliki hampir 99% saham melalui PT. Tunggal
Mitra Plantation.”®  Selain itu 2 (dua) PT yang masih tetap ada di tahun 2010
adalah PT. Rekadaya Kartika yang bergerak dalam bidang properti dan PT. Mina

'8 PT. Kartika Inti Perkasa, bergerak dalam bidang pengelolaan kelapa sawit di Riau. Dalam
pengelolaan kelapa sawit PT. Kartika Inti Perkasa bergabung dengan PT. Sri Jaya Abadi
membentuk PT. Tunggal Mitra Plantation dengan komposisi saham PT. Kartika Inti Perkasa 99%
dan PT. Sri jaya Abadi 1%. PT. Tunggal Mitra Plantation inilah yang bertindak sebagai pelaksana
manajemen perusahaan. PT. Tunggal Mitra Plantation masuk dalam Group Minamas dan
penyertaan modal pada PT. Telkom. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Inkopad Tutup
Buku Tahun 2009, Jakarta, 2009.
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Kartika dalam bidang operasi kapal-kapal penangkap ikan dengan Armada Mina
Raya.

Selain memiliki PT dan unit usaha Inkopad melakukan penyertaaan
sahamnya ke beberapa Bank, diantaranya: PT. Bank Dagang dan Industri, PT.
Bank Yudha Bhakti, PT. Bank Bukopin, dan PT. Tunggal Mitra Plantation masuk
dalam Group Minamas dan melakukan penyertaan modal pada PT. Telkom.

Dalam rangka melakukan pengembangan usaha, Inkopad bekerjasama
dengan PT. Benteng Graha Makmur dalam rangka pembangunan Food Court
Centre di atas tanah milik Inkopad di Srengseng Sawah Pasar Minggu Jakarta
Selatan.

Terkait dengan hal tersebut, jika melihat amanat dari UU. 34 Tahun 2004
Tentang TNI, Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) bahwa pemerintah harus mengambil
alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki TNI, khususnya bisnis TNI secara
langsung seperti: PT, CV dan Persekutuan Firma (Fa)"?, seharusnya Inkopad
setelah dikeluarkannya undang-undang ini haruslah beroperasi sesuai dengan
prinsip Koperasi murni yang dituangkan di dalam UU. No. 25 Tahun 1992
Tentang Koperasi, dan harusnya dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana yang
diamanatkan oleh Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) seluruh PT-PT yang dimiliki
Inkopad harus diinventarisasi dan diambil alih seluruh aset-asetnya oleh
Pemerintah. Tetapi pada kenyataannya hingga tahun 2010 PT-PT yang berada di
bawah badan hukum Inkopad masih tetap dipertahankan dengan alasan untuk
kesejahteraan prajurit.

Jika merujuk pada amanat Pasal 76 ayat (1) dan (2) dan jika dikaitkan
dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka badan hukum yang
hanya diperbolehkan setelah UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI diterbitkan,
adalah hanya badan hukum yang berbentuk Koperasi. Akan Tetapi sejak
diterbitkannya UU. 34 Tahun 2004 Tentang TNI hingga Pepres No. 43 Tahun
2009 Tentang Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI, justru di dalam badan hukum

Koperasi yang seharusnya seteril dari bentuk badan hukum PT, pada

9 Jika merujuk kepada Pasal 2 Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksana
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, dikatakan bahwa bisnis yang akan diambilalih adalah
bisnis yang dikelola secara langsung oleh TNI, dimana di dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa
aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara langsung dilakukan dalam bentuk
badan usaha PT, CV, dan Persekutuan Firma (Fa).
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kenyataannya Inkopad tetap mempertahankan badan hukum PT didalam badan
hukum Koperasi. Bagaimana mungkin di dalam badan hukum Koperasi terdapat
badan hukum lagi yang berbentuk PT yang kedua badan hukum tersebut dari segi
tujuan dan pemilik modalnya sangat berbeda, dimana Koperasi fokus untuk
mensejahterakan anggotanya, sementara PT fokus kepada pemilik sahamnya.
Tentulah hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi No. 25
Tahun 1992. Terkait dengan hal tersebut, jika Inkopad ingin memperbesar laba
Koperasinya, maka Inkopad harus tetap menggunakan badan hukum Koperasinya,
misalnya unit usaha Kartika Aneka Niaga, dan tidak mendirikan badan hukum PT
di dalam badan hukum Koperasi, seperti PT. Mina Kartika.

Hal lain yang perlu dicermati disini adalah meskipun Permenhan No. 22
Tahun 2009 mengatakan secara tegas di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) bahwa
salah satu bentuk bisnis yang akan diambilalih adalah bentuk bisnis secara
langsung yang berbentuk badan hukum PT, CV dan Firma (Fa), namun pada
kenyatannya pasal-pasal yang terdapat di dalam Permenhan tersebut terdapat juga
aturan yang saling bertentangan.

Misalnya di dalam Pasal 8 Permenhan menyebutkan bahwa “Koperasi
dapat memiliki saham dalam suatu badan usaha perseroan (PT) atau melakukan
penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Rapat Anggota”.
Tetapi kepemilikan saham ini tidak dijelaskan secara tegas apakah kepemilikan
saham ini merupakan penyertaan modal dengan PT pihak ketiga, atau Inkopad
diperbolehkan memiliki saham di dalam badan hukum PT yang selama ini
dijalankan.

Jika benar kepemilikan saham ini merujuk kepada badan hukum PT milik
Inkopad maka terhadap hal ini sesuai dengan Perpres No. 43 Tahun 2009 Pasal 6
ayat (2) dan UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 47 ayat (1) Tentang Koperasi, Inkopad
dapat dibubarkan.

Jika melihat ketidaktegasan penjelasan Pasal 8 Permenhan ini jelas ada
celah yang dapat digunakan TNI untuk kembali melegitimasi usaha bisnisnya
melalui badan hukum Koperasi, dan jelas aturan ini merupakan pasal karet yang
dapat kembali menjerumuskan TNI kepada bisnisnya dimasa yang lalu yang jelas

akan mengurangi profesionalnya sebagai penjaga pertahanan negara. Dari hal ini
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dapat dikatakan TNI hanya setengah hati dalam melepaskan unit-unit bisnisnya,
ada kepentingan politik jangka panjang yang sengaja didesain oleh aktor-aktor
TNI untuk tetap melibatkan Koperasi sebagai salah satu bentuk unit bisnis yang
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, dengan alasan bahwa
negara hingga saat ini belum dapat memenuhi kesejahteraan prajurit.

Dugaan terhadap ketidakseriusan TNI dalam menghapuskan semua unit-
unit bisnis yang berbadan hukum PT di dalam Inkopad, juga terlihat di dalam
Perpang No. 93/X11/2009 Tentang Penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan
Barang Milik Negara di Lingkungan TNI yang diterbitkan pada 31 Desember
20009.

Di dalam Perpang Pasal 8 huruf (b) dikatakan bahwa Koperasi yang tidak
sesuai dengan tujuan pendiriannya dapat dilakukan pembubaran. Namun
konsistensi pasal ini justru dirancukan pada Pasal 11 huruf (a) yang mengatakan
bahwa jika setelah diaudit Koperasi tidak sesuai dengan tujuan pendiriannya,
maka di dalam pasal ini tidak disebutkan pembubaran, melainkan hanya
sebagaimana yang dijelaskan huruf (b) hanya dilakukan penggabungan dan
peleburan.

Sementara di Pasal 12 huruf (b) kembali disebutkan bahwa penataan yang
tidak sesuai dengan undang-undang dapat dilakukan melalui penggabungan,
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Jika opsi penggabungan, peleburan
dan pemisahan yang diambil oleh TNI maka ini merupakan celah baru bagi TNI
untuk kembali melakukan kamuflase terhadap bisnisnya melalui badan hukum
Koperasi. Artinya mau dikemanakan PT-PT yang berada dibawah badan hukum
Inkopad tersebut, apakah TNI rela menyerahkannya kepada negara, atau dengan
alasan pasal karet tersebut PT-PT tersebut tetap dikelola dibawah badan hukum
Koperasi.

Hal yang menarik kembali dicermati adalah mengenai ketidakseriusan TNI
dalam melikuidasi bisnis-bisnisnya tertuang juga pada Perpang Pasal 9 huruf (a)
yang terang-terang mengatakan bahwa TNI dapat memiliki saham dalam suatu
badan usaha (PT) atau penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan
persetujuan RAT. Pernyataan ini sama dengan pernyataan Pasal 8 di dalam

Permenhan, tetapi tidak dijelaskan secara tegas mekanisme kepemilikan tersebut,
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apakah kepemilikan saham melalui PT-PT yang bekerjasama dengan pihak ketiga,
atau kepemilikan saham di dalam PT milik Inkopad.

Strategi Inkopad dalam mempertahankan PT-PT yang berada di dalam
badan hukum Inkopad semakin terbukti dengan adanya Pasal 9 huruf (b) Perpang
yang mengatakan bahwa Koperasi dilarang mendirikan kegiatan usahanya dalam
badan hukum PT yang kepemilikan sahamnya mencapai 100%. Dari penjelasan
pasal ini sangat jelas PT-PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad legal secara
hukum, asalkan kepemilikan saham tidak melebihi 100%. Dengan adanya aturan
tersebut maka secara tidak langsung legitimasi PT-PT yang ada di dalam Inkopad
sah secara hukum menurut Permenhan dan Perpang. Sedangkan menurut UU.
No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
aturan ini sangat bertentangan.

Melihat penjelasan di atas, dalam hal ini jelas antara Perpres, Permenhan,
dan Perpang terdapat pertentangan peraturan yang sangat tajam. Artinya ada
aturan-aturan yang secara tegas tidak diperbolehkan oleh Perpres, tetapi di aturan
pelaksanaannya justru diperbolehkan.

Jlka melihat permasalahan di atas terlihat conflict of interest yang sengaja
didesain untuk tetap mempertahankan bentuk badan hukum PT yang berada di
bawah Inkopad. Tarik menarik kepentingan ini justru melahirkan conflict of
interest dengan aktor-aktor eksternal di luar TNI yang fokus terhadap TNI yang
profesional tidak berbisnis dan tidak berpolitik. ~ Aktor-aktor TNI meliputi,
Panglima TNI, Kasad, Ketua Inkopad, Ketua Puskopad, sementara itu aktor-aktor
politik di luar TNI meliputi: Pemerintah, DPR, Dephan, Akademisi dan LSM.

Tarik menarik kepentingan ini sangat jelas dimana pemerintah, DPR,
Dephan, LSM/Civil Society merupakan aktor diluar TNI yang sangat fokus dalam
mewujudkan TNI yang profesional tidak terlibat bisnis sebagaimana yang
dijelaskan oleh Pasal 2 huruf (d), Pasal 39 ayat (3) UU. No. 43 Tahun 2004
Tentang TNI, tetapi disisi pihak sebagaimana yang dikatakan Pasal 2 huruf (d)
pemerintah harus juga menjamin kesejahteraan TNI. Hal ini memiliki makna
meskipun negara belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap prajurit
secara maksimal tetapi bukan berarti hal ini merupakan suatu hambatan dalam

mewujudkan TNI yang profesional. Artinya aktor-aktor diluar TNI tetap
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bersikeras TNI harus profesional tidak terlibat bisnis dan politik, apapun
alasannya harus tunduk terhadap undang-undang.

Aktor-aktor TNI tetap menjadikan dasar hukum Pasal 2 huruf (d) bahwa
untuk mewujudkan TNI yang profesional negara harus menjamin kesejahteraan
TNIL. Tetapi pada kenyataannya dari sisi TNI upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu selama kesejahteraan
prajurit belum terpenuhi maka TNI tidak sepenuh hati dalam melepaskan bisnis
dari institusinya, terutama semua badan hukum PT yang berada di bawah badan
hukum Inkopad.  Karena TNI berpendapat tidaklah mungkin dengan prinsip
Koperasi murni kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi, sementara disisi pihak
negara belum dapat memenuhi anggaran yang dibutuhkan TNI .

Alasan negara belum dapat memenuhi kesejahteraan prajuritlah yang
membuat aktor-aktor TNI sengaja membuat grand desain pasal-pasal karet di
aturan operasional pengambilalihan aktivitas bisnis TNI seperti yang tertuang di
Permenhan dan Perpang. Tarik menarik kepentingan ini lah yang membuat
aturan-aturan yang dituangkan di dalam Permenhan dan Perpang itu tidak
sepenuhnya diterapkan dalam rangka melepaskan semua unit-unit bisnis TNI,
khususnya PT yang ada di dalam badan hukum Inkopad. Artinya TNI masih
mempunyai kepentingan terhadap unit-unit bisnisnya meskipun melalui kamuflase
badan hukum PT di dalam badan hukum Koperasi.

Dari hal ini tentu berdampak terhadap upaya TNI dalam mewujudkan
kesejahteraan prajurit melalui badan hukum Koperasi. Disisi pihak seluruh bisnis
TNI harus dilepas, tidak terkecuali badan hukum PT yang berada di dalam badan
hukum Inkopad, sebagai salah satu upaya untuk tunduk terhadap undang-undang,
disisi lain harus mencari sumber-sumber lain untuk memenuhi kesejahteraan
prajurit.  Inilah yang menjadi persoalan bagi TNI dikemudian hari, khususnya
bagaimana mewujudkan kesejahteraan prajurit disaat negara belum mampu
memenuhi kebutuhan tersebut.

Persoalan lain yang dapat dilihat disini adalah mulai pertengahan Agustus
2010 Inkopad merupakan badan ekstra non struktural di luar komando Mabesad,
tidak seperti sebelumnya berada di dalam struktur Mabesad. Artinya, Inkopad

sebagai Koperasi di lingkungan TNI AD independen terhadap Mabesad dan tidak
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dapat diintervensi oleh elit militer manapun, karena kedudukan Inkopad harus

tunduk terhadap UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Oleh karena itu kedepan seorang Ketua Inkopad tidak dapat lagi ditunjuk
oleh Kasad, melainkan melalui pemilihan yang dilakukan di dalam RAT.
Dampak dari hal tersebut adalah semua anggota Koperasi mempunyai kesempatan
yang sama untuk menjadi pengurus Inkopad, tidak terkecuali Kopral, Sersan,
Perwira Menengah, Perwira Tinggi, dengan catatan disetujui oleh Rapat Anggota.

Padahal sebelumnya jabatan Ketua Inkopad ditunjuk oleh Kasad dan dapat
dijadikan jalan untuk mendapatkan promosi jabatan ke bintang satu bagi prajurit
dilingkungan Inkopad atau diluar Inkopad. Jika Inkopad non struktural maka
jabatan Ketua Inkopad tidak dapat ditunjuk lagi dan tidak dapat dipergunakan lagi
sebagai jalan kenaikan pangkat ke bintang satu.

Dengan adanya kebijakan ini tentu berdampak pada eksistensi dan
kemajuan Inkopad kedepan, dan ada persoalan dan penolakan bagi perwira-
perwira yang selama ini duduk dijajaran struktur Inkopad, karena mereka harus
rela meletakan jabatan basah yang selama ini dipegang, karena penghasilan diluar
jabatan struktural dan tunjangan sebagai pejabat struktural harus dilepaskan. Ini
konsekuensi dari dikeluarkannya Inkopad dari struktur komando TNI AD. Dari
hal ini tentu tarik-menarik kepentingan kembali terlihat, apalagi selama ini negara
belum mampu memenuhi kebutuhan prajurit.

Dengan demikian, pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Bagaimana implementasi UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Perpres. No.
43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI dan Aturan Pelaksanaan
Pengambilalihan Bisnis TNI yang Tertuang Didalam Permenhan No. 22
Tahun 2009 dan Perpang/93/X11/2009 Terhadap Eksistensi Induk Koperasi
TNI Angkatan Darat (INKOPAD)?

2. Apakah Inkopad merupakan obyek hukum yang harus dibubarkan menurut
undang-undang tersebut?

3. Bagaimana tarik menarik kepentingan politik diantara aktor-aktor TNI dan
aktor-aktor diluar TNI terhadap eksistensi INKOPAD pasca dikeluarkan

undang-undang dan perpres tersebut?
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4. Bagaimana respon politik militer dan aktor diluar militer terhadap eksistensi,

pembubaran atau penertiban INKOPAD, apalagi jika merujuk ke undang-

undang tersebut dimasa yang akan datang INKOPAD akan menjadi badan

non-struktural di luar TNI?

5. Kepentingan politik apa dari militer untuk tetap mempertahankan INKOPAD

dengan menjadikan Permenhan dan Perpang sebagai dasar hukum aturan

pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI?

1.3 Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU. No. 34 Tahun 2004
Tentang TNI, Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan
Bisnis TNI dan Aturan Pelaksanaan Pengambilalihan Bisnis TNI yang
Tertuang Didalam  Permenhan No. 22  Tahun 2009 dan
Perpang/93/X11/2009 Terhadap Eksistensi Induk Koperasi TNI Angkatan
Darat (INKOPAD).

Untuk mengetahui apakah Inkopad merupakan obyek hukum yang harus

dibubarkan menurut undang-undang tersebut.

. Untuk mengetahui bagaimana tarik menarik kepentingan politik diantara

aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI terhadap eksistensi INKOPAD
pasca dikeluarkan undang-undang dan perpres tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana respon politik militer terhadap pembubaran
atau penertiban INKOPAD, apalagi jika merujuk ke undang-undang
tersebut dimasa yang akan datang INKOPAD akan menjadi badan non-
struktural di luar TNIL

Untuk mengetahui kepentingan politik apa dari militer untuk tetap
mempertahankan INKOPAD dengan menjadikan Permenhan dan Perpang
sebagai dasar hukum aturan pelaksanaan pengambilalihan aktivitas bisnis

TNI.
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1.4 Signifikansi Penelitian

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan
ilmu politik, khususnya yang terkait dengan bisnis militer studi kasus
Inkopad.

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada institusi TNI, khususnya
Inkopad mengenai eksistensinya dimasa yang akan datang, pasca
dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43
Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI.

3. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya peneliti yang
berminat pada studi Koperasi militer.

4. Bermanfaat bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan sistem
manajemen Koperasi militer yang tepat dan dapat memberikan kontribusi

kepada institusi TNI.

1.5 Kajian Literatur

Kajian tentang bisnis dan militer di Indonesia sangat beragam dan masing-
masing kajian memiliki ciri khas masing-masing dalam aspek pembahasannya.
Terlepas dari beragamnya kajian tersebut, kajian bisnis dan militer studi kasus
Inkopad masih sangat sedikit yang melakukan pembahasan.

Bisnis dan militer studi kasus Inkopad, merupakan kajian yang
membahas mengenai eksistensi Inkopad pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun
2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan
Aktivitas Bisnis TNIL. Kajian ini khusus melihat bagaimana eksistensi Inkopad
pasca dikeluarkannya undang-udang tersebut dan bagaimana konflik kepentingan
diantara aktor-aktor TNI dan aktor diluar TNI terhadap eksistensi Inkopad dalam
upaya mewujudkan TNI yang profesional.

Mengingat pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut aktivitas bisnis
yang hanya diperbolehkan oleh undang-undang tersebut hanya aktivitas bisnis
melalui usaha Koperasi sesuai dengan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
Tetapi pada prakteknya, Inkopad sejak diterbitkannya undang-undang tersebut

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya memiliki PT-PT didalam badan hukum
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Inkopad, sementara PT-PT didalam badan hukum Inkopad merupakan obyek
hukum dari undang-undang tesebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena
UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1)
huruf (a) tidak memperbolehkan Koperasi mendirikan badan hukum selain badan
hukum Koperasi. Selain itu PT, CV dan Firma merupakan obyek hukum dari
undang-undang TNI dan Perpres yang akan diambilalih. Jika Inkopad dalam
prakteknya tidak menyerahkan PT-PT itu kepada negara maka terhadap Inkopad
dapat dibubarkan sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf (a) undang-undang
Koperasi.

Dari penjelasan di atas tentu sangat berpengaruh terhadap eksistensi
Inkopad dimasa yang akan datang, apakah Inkopad dibubarkan, tidak dibubarkan,
atau ditertibkan.

Literatur yang membahas kajian tentang bisnis dan militer sudah
dilakukan oleh para teoritis seperti Samuel P. Huntington dalam karya besarnya
Political Order in Changing Societies (1957).  Huntington melalui konsep
“praetorian society” mengatakan bahwa di mana masyarakat dalam golongan-
golongan yang bukan ningrat atau bangsawan sudah mulai dirasakan
keberadaanya, = sebagai konsekuensinya kelompok militer cenderung untuk
melakukan intervensi dalam politik dan bisnis, dan biasanya akan menghalangi
adanya modernisasi.  Menurut Huntington hal ini dapat dilihat dari mulai
berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang mendapat dukungan dari
masyarakat, militer tidak menyukai terhadap hal ini.

Dalam konteks Indonesia pendapat ini dibantah oleh Eric A. Nordlinger
dalam bukunya Soldier in Politics: Military Coup and Governments (1977).
Nordlinger mengatakan bahwa keterlibatan militer di dalam bisnis bukan
disebabkan karena kemunculan partai politik dan organisasi massa yang baru
berkembang dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, melainkan lebih
disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang meliputi: 1) militer di negara yang baru
merdeka mempunyai kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas
tersebut dikarenakan adanya etos heroisme yang beranggapan bahwa militer
sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, 2) dalam negara

yang baru merdeka tidak ada tradisi yang menghindari militer berperan dalam
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politik maupun bisnis, hal ini disebabkan kuatnya peran militer pada masa
pemerintahan kolonial yang berakibat pada lemahnya pemerintah sipil, 3) militer
yang lahir dan dibentuk pada masa gerilya dan revolusi cenderung berperan
sebagai kekuatan politik ketika negara tersebut mencapai kemerdekaan dari
penjajah asing, karena jasa mereka dalam melakukan perjuangan dan merebut
kemerdekaan.

Tesis Pasca Sarjana yang ditulis oleh Raja Surya Darma Margolang
tentang Perubahan Bisnis Militer TNI dalam Era Reformasi di Indonesia (Studi
Kasus: Bisnis Militer TNI AL) di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UI (2005)
mengulas beberapa aspek yang meliputi: bisnis militer TNI AL, Yayasan
Bhumyamca, legalitas bisnis militer. Hal yang diteliti oleh Raja Surya Darma
Margolang lebih kepada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI AL
melakukan bisnis dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI AL
dalam rangka pembenahan bisnis.  Tetapi sayangnya kajian Raja Surya Darma
Margolang tidak menjelaskan secara rinci tarik menarik kepentingan diantara
aktor-aktor TNI dan aktor-aktor diluar TNI terhadap bisnis TNI AL tersebut.
Selain itu kajian ini juga tidak menjelaskan kepentingan politik apa dari aktor-
aktor TNI AL untuk tetap mempertahankan unit-unit bisnis yang dijalankan oleh
Yayasan Bhumyamca.

Kajian tentang bisnis dan militer juga dibahas oleh Abas dalam Tesis
Program Pasca Sarjana Ilmu Sosiologi UI (2005) tentang Militer dan Bisnis di
Indonesia (Analisa Kontrol Sipil Atas Militer), kajian ini membahas tentang
beberapa aspek yang meliputi: bagaimana bisnis militer beroperasi di era
reformasi saat ini, dan bagaimana kontrol sipil terhadap bisnis militer saat ini.

Didalam kajian ini dijelaskan bahwa militer tidak diperbolehkan
independen dalam hal budget tanpa kontrol dari sipil, oleh karena itu salah salah
satu kontrol sipil terhadap bisnis militer hanya melalui undang-undang. Kajian
ini fokus pada bagaimana meletakan kontrol sipil atas militer (supremasi sipil)
khususnya terkait dengan kontrol terhadap bisnis TNI. Tetapi sayangnya kontrol
yang dilakukan sipil belum sepenuhnya maksimal karena lemahnya bergaining
sipil terhadap militer. Artinya sipil masih perlu mendapat pengakuan dari militer

terhadap kontrol yang dilakukan. Oleh karena itu perlu untuk melibatkan militer
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dalam berbagai kebijakan terutama terkait dengan hal budget. Selama sipil sulit
memenuhi anggaran militer, dan tidak mewujudkan perekonomian yang kondunsif
maka bisnis militer sulit dikontrol oleh sipil. Alasan kekurangan anggaran dari
negara merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan sulitnya sipil mengontrol
bisnis militer.

Dalam kajian ini sayangnya pembahasan tidak memperlihatkan strategi-
strategi apa yang dilakukan militer untuk memperlemah otoritas sipil sehingga
militer sulit diawasi oleh sipil, khususnya dalam menjalankan aktivitas bisnis, dan
tarik menarik kepentingan diantara aktor-aktor TNI, aktor-aktor sipil tidak
diperlihatkan secara jelas, terutama terkait dengan isu pelemahan otoritas sipil
oleh militer.

Literatur tentang kajian bisnis dan militer dalam konteks Indonesia
dibahas juga oleh Harold Crouch dalam bukunya The Army and Politics in
Indonesia (1978). Harold Crouch berpendapat bahwa perusahaan yang
disponsori oleh militer seringkali diberi perlakuan yang lebih baik oleh para
perwira militer yang menduduki posisi kunci didalam birokrasi dengan cara
memanfaatkan birokrasi pemerintah sebagai alat untuk Kkepentingan bisnis
tersebut, oleh karena itu untuk memperlancar ekspansi ekonominya, militer
bekerjasama dengan para pengusaha Cina dan banyak menangani investasi bisnis
yang datang dari para pengusaha asing.

Richard Robison dalam bukunya Indonesia: The Rice of Capital (1986)
juga menulis literatur tentang aktivitas bisnis militer di Indonesia. = Richard
Robison berpendapat ada tiga jenis keterlibatan militer dalam bisnis institusional
ABRI. Pertama, Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota
dan keluarga. Kedua, unit-unit usaha yang dikelola oleh Yayasan-Yayasan yang
bertujuan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan, misalnya: Yayasan Kartika
Eka Paksi milik Angkatan Darat. Ketiga, keterlibatan ABRI pada BUMN, seperti
Pertamina dan Bulog.

Literatur tentang bisnis dan militer juga ditulis secara lengkap didalam
buku Iswandi tentang Bisnis Militer Orde Baru, Ketelibatan ABRI dalam Bidang
Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter (2000).

Dalam literatur ini membahas bisnis militer dalam konteks Indonesia, yang
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meliputi: keterlibatan militer dalam ekonomi bisnis swasta, keterlibatan militer
atas nama kelembagaan, keterlibatan militer didalam berbagai badan usaha
pemerintah (BUMN). Hal ini tidak terlepas dari gaya manajemen militer sebagai
penguasa alat-alat kekerasan (manager of violence). Tetapi sayangnya buku ini
tidak memperlihatkan konflik-konflik atau benturan-benturan dari aktor-aktor TNI
berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan.  Selain itu buku ini tidak
mengungkap sejauh mana aliran dana dari aktivitas bisnis militer yang telah
memperkaya elit militer.

Literatur tentang bisnis dan militer juga ditulis didalam buku Indria
Samego et al, Bila Abri Berbisnis (1998). Buku ini fokus pada persepsi lokal atas
bisnis ABRI, ABRI dan "Body Guard’, dan Implikasi atas Peran ABRI dalam
Bisnis. Selain itu Beni Sukandis dan Eric Hendra dalam buku Menuju TNI yang
Profesional, Restrukturisasi Bisnis TNI (2005) juga melakukan pembahasan
terhadap bisnis militer di Indonesia. Kajiannya fokus kepada kondisi faktual
proses restrukturisasi bisnis TNI, postur pertahanan dan dukungan anggaran,
pelajaran dari negara-negara lain, restrukturisasi bisnis TNI: perspektif hukum dan
rekomendasi kebijakan terhadap restrukturisasi bisnis TNI. Buku ini pada intinya
membahas bagaimana penataan bisnis TNI sebagai mata rantai reformasi sektor
keamanan.

Literatur lain terkait dengan keterlibatan militer didalam bisnis juga ditulis
didalam buku Tim Parsial (2005) yang berjudul Menuju TNI Profesional Tidak
Berbisnis dan Tidak Berpolitik (Perjalanan Advokasi RUU TNI). Adapun
pembahasan yang dilakukan oleh buku ini terkait dengan: prinsip-prinsip dasar
pengaturan TNI, RUU TNI: ancaman dalam proses transisi demokrasi, dinamika
perjalanan advokasi RUU TNI, dan UU TNI: reformasi setengah hati. Inti dari
pembahasan buku ini adalah upaya untuk mewujudkan TNI yang profesional,
tidak berpolitik, tidak berbisnis dan bergerak di wilayah pertahanan, artinya ada
harapan untuk mereformasi TNI dari yang buruk menjadi lebih baik, lebih
demokratis, profesional dan patuh pada supremasi sipil.

Terkait dengan konflik kepentingan diantara aktor-aktor TNI dan aktor-
aktor diluar militer didalam pembahasan tesis ini, literatur konflik kepentingan

juga dibahas oleh Chris Mitchell (1981) di dalam buku Simon Fisher, dkk, fentang
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Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk bertindak. Dalam
pembahasan ini Chris Mitchell berpendapat bahwa konflik menunjukan hubungan
antara dua pihak (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang
tidak sejalan.  Leopold dan Howard dalam buku Soerjono Soekanto (2000)
Sosiologi Suatu Pengantar (2000) juga membahas mengenai konflik kepentingan
yang mengatakan bahwa kepentingan dapat menjadi masalah jika kepentingan
tersebut tidak disepakati oleh yang lain atau ketika suatu individu berusaha
memaksakan kepentingannya untuk mengatasi kepentingan individu lainnya.
Fokus pembahasan dari kedua buku ini adalah lebih kepada latarbelakang
terjadinya konflik kepentingan tersebut.

Terkait dengan pembahasan mengenai Koperasi didalam tatanan
perekonomian Indonesia, literatur ini ditulis oleh beberapa pakar diantaranya
Margono Djojojadikusumo (1998), Azas dan Prinsip Koperasi, Moh. Hatta dalam
buku yang ditulis Thoby Mutis (1992), tentang Pengembangan Koperasi, Craig
dan Sven Ake Book dalam buku M. Dawam Rahardjo, Koperasi Indonesia
Menghadapi Abad ke -21 (1997), R. Subekti didalam buku Chidir Ali (1999), S.H
Badan Hukum, dan Marvin Schaars dan R.S Soeriaatmadja dalam buku
Hendrajogi, Azas dan Prinsip Koperasi (1997). Dari berbagai literatur yang
ditulis oleh pakar Koperasi pada prisinsipnya semua pakar berpendapat bahwa
kedudukan Koperasi didalam tata perekonomian Indonesia sangat kuat, dan
prinsip dasar yang tersirat di dalam Koperasi terdiri dari keadilan, kesamaan hak,

solidaritas dan kemandirian.

1.6 Kerangka Pemikiran

Didalam pembahasan mengenai Eksistensi Inkopad Pasca Dikeluarkannya
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun
2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI menggunakan 4 (empat) kerangka
pemikiran yang meliputi: Militer Profesional dan Demokrasi, Militer di Dalam
Bisnis dan Politik, Konflik Kepentingan dan Konsep Koperasi di Dalam Tatanan

Perekonomian Indonesia. Keempat kerangka pemikiran tersebut digunakaan
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sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan tesis ini.  Berikut ini

paparan masing-masing kerangka pemikiran tersebut:

1.6.1 Militer Profesional dan Demokrasi

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan
Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Bisnis TNI diharapkan TNI
menjadi profesional sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam
praktek, bisnis dan politik. Tuntutan militer profesional merupakan salah satu
tuntutan demokrasi yang harus segera diwujudkan.

Allison dan Beschel mengatakan bahwa setidaknya suatu sistem negara itu
demokratis atau tidak dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut: a)
didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif,
berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil, b) diakuinya secara
efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan
pribadi, termasuk kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, c)
dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang
menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai
politik, d) diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas, e)
didirikannnya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang
tidak memihak.*

Dari penjelasan Allison dan Beschel dalam point (e) dapat dikatakan
bahwa tuntutan militer yang profesional tidak dapat dipisahkan dari tuntutan
demokrasi.

Dalam konteks Indonesia konsep militer profesional sangat tegas
dijelaskan di dalam Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang
berbunyi:

“Tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik,
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan

20 Suppport for East European Democracy (SEED) Act of 1989, (H. R.3402), 101" Congres,
Istsess., 17 November 1989, sebagaimana dikutip dalam Allison and Beschel (1992), hal. 82.
Dahl memberikan kriteria demokrasi untuk memberikan harapan bagi kehidupan politik yang lebih
baik: 1) partisipasi yang aktif, 2) persamaan dalam memberikan suara, 3) mendapatkan
pemahaman yang jernih, 4) melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, 5) pencakupan
orang dewasa. Dahl juga memberikan delapan alasan mengapa demokrasi didambakan banyak
negara: 1) menghindari tirani, 2) penghargaan terhadap hak asasi, 3) kebebasan umum, 4)
menentukan nasib sendiri, 5) otonomi moral, 6) perkembangan manusia, 7) menjaga kepentingan
pribadi yang utama, 8) persamaan politik. Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori
dan Praktek Demokrasi Secara Singkat (Jakarta: YOI, 2001), hal. 53.
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dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang

menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan

hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Dari penjelasan undang-undang tersebut setidaknya untuk mewujudkan
militer profesional di Indonesia setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut,
yaitu: terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak
berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya oleh negara.

Melihat konsep militer profesional sebagaimana yang dijelaskan oleh UU.
No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, lebih konkritnya Huntington menjelaskan
bahwa korps militer modern adalah sebuah badan profesional, dan anggota militer
adalah suatu grup fungsional dengan karakteristik yang telah telrspesialisasi.21
Oleh karena itu ciri-ciri dasar militer profesional adalah sebagai berikut:

1. Keabhlian (expertise):
Militer yang profesional adalah militer yang mempunyai kemampuan tinggi
sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pada posisinya. ~Kemampuan itu hanya
bisa didapat melalui pendidikan berjenjang dan pengalaman. Institusi
pengembangan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan
keahlian militer.

2. Tanggung jawab (responsibility)
Militer bertanggungjawab atas tugasnya sebagai alat pertahanan negara.
Militer tidak bisa sebagai profesional jika tidak menerima tanggungjawab
sosialnya.

3. Ideologi kebersamaan korporat (corporateness)
Militer merupakan suatu kelompok yang memiliki suatu rasa kebersamaan
korporat yang kuat karena memiliki identitas yang sama dalam organisasi
militer.””

Sementara itu Morris Janowitz dan Huntington memaknai profesionalisme
militer sebagai keahlian yang dimiliki kalangan militer untuk menggunakan

kekerasan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.  Kekerasan yang dimaksud

*! Samuel P. Huntington, The Soldier and The State (Cambridge: Harvard University Press, 1957),
hal. 7.
* Ibid., hal. 8-10.
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adalah penggunaan kemampuan dan peralatan militer yang diperlukan untuk
menjalanakan fungsi sebagai alat pertahanan.23

Militer yang profesional menurut Erick A. Nordlinger terkait juga dengan
kemampuan seorang prajurit menjalankan tugasnya mempertahankan ketertiban
nasional dalam menghadapi ancaman, mengunakan senjata dalam pertempuran,
serta tidak melibatkan diri dari urusan non-militer.**

Profesionalisme sendiri tidak cukup untuk menjaga militer untuk tidak
intervensi dalam politik dan bisnis. Militer walaubagaimanapun harus menganut

prinsip civil supremacy dimana militer tunduk pada pemerintahan sipil.

Sapin dan Synder mendefinisikan civil supremacy sebagai ”both formally
and effectively, the major policies and programmes of government...shoul
be decided by the nation’s politically responsible civilian leaders.”’

Berikut ini Huntington dan Burhan Magenda membedakan ciri-ciri militer

profesional dengan militer pretorian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.%¢
Perbedaan Militer Profesional dan Militer Pretorian

No | Militer Profesional Militer Pretorian

Mempunyai keahlian.

Tidak memiliki atau kurang memiliki dasar-
dasar keahlian.

Militer dipersiapkan sebagai alat pertahanan
secara ketat, sehingga mempunyai
tanggungjawab yang kuat kepada negara, dan
karakter perwira melahirkan rasa semangat
korps yang kuat.

Militer tidak dipersiapkan sebagai alat
pertahanan secara ketat, sehingga tidak
mempunyai tanggungjawab yang kuat kepada
negara, dan karakter perwira tidak melahirkan
semangat korps yang kuat.

Tidak terlibat di dalam politik

Sejak awal terlibat di dalam politik.

Memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan

Militer melakukan intervensi kebidang sosial,

harus teripisah dari insentif ekonomi. ekonomi, politik dengan berbagai alasan.

Samuel P. Huntington, mengemukakan bahwa di dalam substansi profesionalisme terdapat
kemampuan seorang prajurit untuk melakukan tindakan kekerasan baik di darat, laut, udara,
dimana mereka merupakan para ahli di bidangnya yang terkendali, Samuel P. Huntington, The
Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Cambridge: Harvard
University Press, 1957, hal. 12.

*Eric A. Nordlinger, Militer Dalam Politik, terjemahan (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hal. 169.
B BM Sapin dan R.C. Synder, The Role of the Military in American Foreign Policy, P. 52 dalam
S.E Finer, The Man on Horseback: The Role of Military in Politics, New York: Frederick A.
Pragaer, Inc.

2% Samuel P. Huntington dan Burhan Magenda ditulis di dalam buku Iswandi, op. cit., hal. 5-12.
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Dari beberapa pendapat teoritisi tersebut secara umum para teoritisi militer
melihat militer profesional dari sisi kemahiran bersenjata sebagai tugas utama
seorang prajurit untuk menjaga pertahanan negara.

Adapun tujuan penggunaan kerangka pemikiran militer profesional dan
demokrasi untuk dapat melihat sejauhmana profesional militer diterapkan di
Indonesia pasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres
No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI sebagai salah
satu tuntutan demokrasi, dan faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan sebagai

acuan untuk melihat militer profesional dalam konteks Indonesia.

1.6.2 Militer di Dalam Bisnis dan Politik

Jika melihat amanat yang digariskan pada Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 39
ayat (3) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dapat dikatakan bahwa tentara
profesional adalah tentara yang tidak berpolitik dan berbisnis. Dari hal tersebut
ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlibatan militer Indonesia dalam
bisnis dan politik.

Dalam sejarah pembentukannya militer Indonesia tidak dapat sepenuhnya
melepaskan pengaruhnya dari bisnis dan politik, hal ini disebabkan militer sejak
awal terbentuknya termasuk jenis militer pretorian.

Tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengaruhnya di dalam bisnis dan
politik, Huntington dalam konsep praetorian society menjelaskan bahwa di
mana masyarakat dalam golongan-golongan yang bukan ningrat atau bangsawan
sudah mulai dirasakan keberadaanya, sebagai konsekuensinya kelompok militer
cenderung untuk melakukan intervensi dalam politik serta bisnis dan biasanya
akan menghalangi adanya modernisasi. Misalnya, ketika partai politik, organisasi
massa mulai berkembang dan mendapatkan dukungan dari rakyat biasa, militer
tidak menyukai terhadap hal ini. Militer baranggapan bahwa dengan rakyat ikut
berpartisipasi ~ dalam politik maupun ekonomi akan mengurangi bahkan

menghalangi kepentingan militer dalam politik dan bisnis, dukungan rakyat
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kepada parpol dan organisasi massa akan berarti mengurangi pengaruh militer
dalam bisnis dan politik.27

Keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia menjadikan
militer Indonesia termasuk dalam tipe militer pretorian. Nordlinger berpendapat
ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan keterlibatan militer di dalam bisnis dan
politik di Indonesia, diantaranya: 1) militer di negara yang baru merdeka
mempunyai kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas tersebut
dikarenakan adanya etos heroisme yang beranggapan bahwa militer sangat berjasa
dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, 2) dalam negara yang baru
merdeka tidak ada tradisi yang menghindari militer berperan dalam politik
maupun bisnis, hal ini disebabkan kuatnya peran militer pada masa pemerintahan
kolonial yang berakibat pada lemahnya pemerintah sipil, 3) militer yang lahir dan
dibentuk pada masa gerilya dan revolusi cenderung berperan sebagai kekuatan
politik ketika negara tersebut mencapai kemerdekaan dari penjajah asing, karena
jasa mereka dalam melakukan perjuangan dan merebut kemerdekaan.”®

Pendapat lain juga dikatakan oleh Finer bahwa peluang militer untuk
melakukan intervensi menjadi semakin terbuka lebar dalam beberapa kondisi,
yaitu meningkatnya ketergantungan sipil terhadap militer, seperti misalnya ketika
kondisi dalam negeri kacau (krisis politik), atau justru ketika terjadi vacum of
power, dan semakin meningkatnya popularitas militer.”

Hal lain terkait dengan keterlibatan militer di dalam bisnis dikatakan juga
oleh Alfred Stepan bahwa militer mempunyai kepentingan terhadap hidup dan
matinya perekonomian suatu bangsa.’®  Dari hal ini dapat dikatakan bahwa
militer mempunyai tanggungjawab moral untuk memajukan perekonomian suatu
bangsa yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Artinya
kekhawatiran militer terhadap buruknya perekonomian suatu bangsa yang dikelola
oleh politisi sipil salah satu penyebab militer melakukan intervensi dalam bidang

ekonomi, apalagi didalam konteks Indonesia etos heroisme merupakan faktor

YSamuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, suatu adaptasi (Bombay: Vakils,
Feffer and Simons Private Ltd., 1975, hal. 57-65.

2Eric A. Nordlinger, Soldier in Politics: Military Coup and Governments (Englewood Cliffs, N.J:
Prentice Hall, 1977), hal. 279.

'S E Finer, op. cit.

Lan MacFarling, The Dual Function of the Indonesian Armed Forces: Military Politics in
Indonesia (Australian: Defense Studies Centre, 1999), hal. 4.
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yang sangat dominan bagi militer untuk melakukan intervensi didalam bisnis dan
politik.

Selain itu terkait dengan bisnis militer Harold Crouch berpendapat bahwa
perusahaan yang disponsori oleh militer seringkali diberi perlakuan yang lebih
baik oleh para perwira militer yang menduduki posisi kunci didalam birokrasi
dengan cara memanfaatkan birokrasi pemerintah sebagai alat untuk kepentingan
bisnis tersebut.’’ Untuk memperlancar ekspansi ekonominya, militer bekerjasama
dengan para pengusaha Cina dan banyak menangani investasi bisnis yang datang

dari para pengusaha asing.

Selanjutnya Richard Robison dalam praktek bisnis militer di Indonesia
mengatakan bahwa ada tiga jenis keterlibatan militer dalam bisnis institusional
ABRI. Pertama, Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota
dan keluarga. Kedua, unit-unit usaha yang dikelola oleh Yayasan-Yayasan yang
bertujuan untuk tujuan kesejahteraan dan pendidikan, misalnya: Yayasan Kartika
Eka Paksi milik Angkatan Darat. Ketiga, keterlibatan ABRI pada BUMN, seperti
Pertamina dan Bulog.32

Adapun tujuan penggunaan kerangka pemikiran militer di dalam bisnis
dan politik untuk dapat melihat faktor-faktor apa saja yang mendorong
keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik, dan adakah keterkaitan antara
sejarah pembentukan militer Indonesia dengan keterlibatannya di dalam politik

dan bisnis di Indonesia.

1.6.3 Konflik Kepentingan

Dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pepres No. 43
Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI merupakan kelanjutan
dari reformasi di tubuh TNI. Hal ini sebagai konsekuensi agar TNI tidak lagi
berpolitik dan berbisnis.  Artinya dengan dikeluarkannya undang-undang ini

semua aktivitas bisnis yang selama ini dikelola TNI baik secara institusi maupun

3! Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Cornell University Press, First Published,
London, 1978.
32 Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital (Sidney: Allen & Uniwin Ltd, 1986), hal. 250.
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perorangan harus segera dilepas dan diserahkan kepada negara untuk dikelola,
kecuali bisnis melalui badan hukum Koperasi.

Tuntutan untuk melepaskan semua aktivitas bisnis harus segera dilakukan
demi mewujudkan TNI yang profesional, tetapi disisi pihak negara belum mampu
mencukupi kesejahteraan prajurit, dan TNI harus tunduk terhadap undang-undang
untuk melepaskan semua aktivitas bisnisnya. Dampak dari hal tersebut terjadi
conflic of interest antara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor di luar TNI terutama
bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. = Kesejahteraan prajurit
yang belum terpenuhi dijadikan alasan oleh aktor-aktor TNI untuk tetap
mempertahankan aktivitas bisnisnya, sementara aktor-aktor diluar TNI
berpendapat profesional militer harus diwujudkan meskipun negara belum mampu
memenuhi kesejahteraan tersebut.

Menurut Chris Mitchell konflik menunjukan hubungan antara dua pihak
atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak
sejalan.”®  Jika merujuk kepada pendapat tersebut, konflik yang terjadi antara
aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar TNI disebabkan oleh masing-masing
kelompok memiliki sasaran yang tidak sejalan, atau memiliki kepentingan yang
berbeda satu dengan yang lainnya.  Misalnya, aktor TNI berpendapat jika
kesejahteraan prajurit belum dapat terpenuhi maka sulit untuk mewujudkan TNI
yang profesional, karena Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
sangat tegas mengatakan bahwa untuk mewujudkan TNI yang profesional, selain
terdidik, terlatih, tidak berbisnis, dan tidak berpolitik, negara harus menjamin
kesejahteraan prajurit, sementara aktor-aktor di luar TNI berpendapat apapun
alasannya TNI harus tetap profesional. Selain itu Chris Mitchell berpendapat
bahwa bahwa konflik yang terjadi diantara kedua aktor tersebut tidak dapat
dipisahkan dari orientasi kepentingan yang selalu diwarnai dengan logika
kekuasaan.

Selain itu Leopold dan Howard™ berpendapat kepentingan dapat menjadi
masalah jika kepentingan tersebut tidak disepakati oleh yang lain atau ketika suatu

individu berusaha memaksakan kepentingannya untuk mengatasi kepentingan

33 Chris Mitchell, 1981 dikutip di dalam Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik Keterampilan dan
Strategi Untuk Bertindak (Jakarta: British Council Indonesia, 2001).
3 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 107-108.
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individu lainnya. Misalnya, semangat korps yang kuat sebagaimana yang
dijelaskan oleh Huntington dalam militer yang profesional melahirkan
tanggungjawab moral bagi pimpinan TNI untuk mewujudkan kesejahteraan
prajurit. Tanggungjawab moral ini dilakukan pimpinan TNI karena negara belum
mampu memenuhi kesejahteraan prajurit. Oleh karena itu pimpinan TNI
berupaya mewujudkan kesejahteraan itu melalui berbagai aktivitas bisnis baik
secara legal melalui PT, Yayasan dan Koperasi, maupun secara ilegal.

Jika merujuk kepada pendapat Leopold dan Howard, jika kesejahteraan
prajurit tidak terwujud maka prajurit dapat saja melakukan aktivitas bisnis baik
yang melanggar undang-undang maupun yang tidak melanggar undang-undang,
dalam pengertian ini prajurit dapat saja memaksakan kepentingannya untuk
mengatasi kepentingan prajurit yang lain dengan cara melakukan aktivitas bisnis
ilegal yang bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya Ralf Dahrendrof mengatakan bahwa kelompok-kelompok
yang memegang kekuasaan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
dan kepentingan-kepentingan itu sering berbeda dan saling bertentangan.®
Misalnya, aktor TNI berpendapat jika negara tidak mampu memenuhi
kesejahteraan prajurit maka sulit untuk mewujudkan militer yang profesional,
sementara aktor diluar militer berpendapat bahwa militer harus tetap profesional
meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.  Artinya
terwujud ataupun belum terwujud kesejahteraan prajurit militer harus tetap
profesional sebagai alat penjaga pertahanan negara. Perbedaan pandangan dari
kedua aktor ini menyebabkan konflik kepentingan terjadi karena masing-masing

aktor akan selalu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

1.6.4 Konsep Koperasi Didalam Tata Perekonomian Indonesia

Margono Djojojadikusumo lebih konkrit menjelaskan bahwa Koperasi
adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri
hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Dari uraian tersebut tersirat

bahwa di dalam Koperasi harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

3% Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 45.
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a. Adanya unsur kesukarelaan dalam bekerjasama dan berusaha secara seimbang.
b. Bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang
diinginkan.
c. Bahwa pendirian dari suatu Koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan
ekonomis.
Ketiga dasar sosial Koperasi ini harus terbentuk dengan memakai unsur

. . . . 3
demokrasi, sosial dan tidak semata-mata mencari keuntungan.*®

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas
dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-
anggotanya dan juga masyarakat didalam lingkungan kerjanya dalam rangka
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa
unsur-unsur pokok Koperasi adalah “orang-orang”, “sukarela”, “kepentingan

bersama”, dan juga “pemenuhan kebutuhan”.*’

Sedangkan Moh. Hatta berpendapat bahwa Koperasi adalah usaha bersama
untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
Koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya,
berdasarkan selfhelp dan tolong menolong anggotanya, yang berdasarkan rasa

percaya diri.”®

Selanjutnya Craig mengusulkan 3 (tiga) nilai sentral sebagai dasar falsafah
sosial sistem Koperasi, yaitu:
1. Keadilan (justice)
2. Kesamaan Hak (equal rights) dan
3. Saling menolong (reciprocal help/solidarizy)39

Perumusan Craig berdasarkan pengamatan tentang prinsip dan praktek
Koperasi yang selama ini berlaku. Nilai dasar keadilan tersirat dalam prinsip
Koperasi keanggotaan terbuka dan menajemen secara demokratis. Kesamaan hak

tersirat dari prinsip manajemen demokratis, imbalan terbatas terhadap modal,

3% Margono Djojohadikusumo, Azaz dan Prinsip Koperasi, Koperasi, ed Hendrajogi (Jakarta:
Rajawali Press, 1998), hal. 217.

Latar Belakang Sejarah Dan Sendi Dasar Koperasi, Departemen Koperasi, Direktorat
Penyuluhan Koperasi, Jakarta, 1984, hal. 2.

*Thoby Mutis, Pengembangan Koperasi (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal. 8.

M. Dawam Rahardjo, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21 (Jakarta: Laksmi Studio,
1997), hal. 18.
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pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan jasa Koperasi. Sedangkan nilai
dasar solidaritas tersirat dari prinsip dasar Koperasi, pendidikan dan kerjasama

antar Koperasi.

Selanjutnya Sven Ake (1984) merumuskan nilai-nilai dasar Koperasi,
yaitu: (1) Demokrasi, (2) Keadilan, (3) Kebebasan, (4) Saling Menolong, (5)
Emansipasi Sosial, (6) Tanggung Jawab Sosial, (7) Ekonomi dan, (8)
Internasionanlisme. Yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai utama yang
disepakati terdiri dari: (1) Persamaan dan keadilan, (2) Kesukarelaan dan
Kemandirian, (3) Emansipasi manusia dalam pengertian ekonomi sosial.*’

Apabila kita kaji secara mendalam perumusan beberapa defenisi Koperasi
tersebut maka secara fundamental tidak berbeda, artinya prinsipnya nilai dasar
yang tersirat di dalam Koperasi terdiri dari: (1) Keadilan, (2) Kesamaan Hak, (3)
Solidaritas dan, (4) Kemandirian.

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang mempunyai status sebagai badan
hukum.  R. Subekti mendefinisikan badan hukum adalah suatu badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti
seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau
menggugat di depan hakim.*'

Jadi secara umum fungsi Koperasi dalam tata perekonomian Indonesia
ialah:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.

2. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.

4. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan
ekonomi bangsa Indonesia.**

Menurut Marvin Schaars dan R.S Soeriaatmadja perbedaan Koperasi dan

Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut:*

“Ibid., hal. 19.

*! Chidir Ali, S.H Badan Hukum (Jakarta: Alumni, 1999), hal. 19.

“Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan
(Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 56.

3 Hendrajogi, Azaz dan Prinsip Koperasi (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hal. 271.
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Perbedaan Badan Hukum Koperasi dengan Badan Hukum PT

Koperasi Perseroan Terbatas (PT)
Tujuan Untuk kesejahteraan anggota. Keuntungan sebesar-besarnya bagi investor.
Anggota, Modal, | Anggota adalah hal utama, jadi Koperasi | Modal adalah hal utama. = Kumpulan modal

dan Keuntungan

adalah kumpulan orang-orang, modal sebagai
alat dan keuntungan dibagikan kepada
anggota berdasar urut jasa.

menjadikan PT berjalan dengan alat pegawai.
Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan share
modal.

Tanda Peserta

Keanggotaan tidak dapat diperjualbelikan.

Saham. Terdapat bermacam saham, dan tiap
jenis memiliki hak yang berbeda-beda, dan
saham dapat diperjualbelikan.

Pemilikan hak

suara.

Hak suara satu per anggota

Konsenterasi hak suara terpusat pada pemegang
saham dengan jumlah besar.

Cara Kerja Umum

Transparan, dan semua anggota terlibat.

Direksi dan komisaris dapat tidak saling terbuka.

1.7 Alur Berpikir

Aktor-aktor TNI:
1. Panglima TNI
2.Kepala Staf TNI AD
3. Ketua Inkopad
4.Ketua Puskopad ”A” A

Tarik Menarik Kepetingan

Aktor-Aktor Diluar TNI:
1. Pemerintah

Respon Politik Kedua Aktor

2.DPR
3.Dephan

77| 4. Akademisi/Peneliti

Y » 5.LSM/Civil Society
Kodam Jaya = Eksistensi Induk Koperasi TNI
Angkatan Darat (INKOPAD):
1. Tidak Dibubarkan, Inkopad Harus
Melepaskan PT-PT di Dalam Badan v
v Hukum Inkopad, dan Tunduk Pada Menerbitkan Aturan

Menerbitkan Aturan UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Hukum
Hukum Koperasi. Pengambilalihan
Pengambilalihan Aktivitas 2. Ditertibkan, Inkopad Tetap Mengelola Aktivitas Bisnis TNI:
Bisnis TNI: PT-PT di Dalam Badan Hukum = UU. No. 34 Tahun
= Permenhan No. 22 Inkopad, Harus Berubah Bentuk 2004 Tentang TNI

Tahun 2009 Tentang Menjadi Badan Hukum PT Untuk = UU. No. 25 Tahun

Pelaksanaan Secara Formal Diserahkan Kepada 1992 Tentang

Pengambilalihan Negara Untuk Dikelola. Koperasi

Aktivitas Bisnis TNL 3. Dibubarkan, Inkopad Beroperasi = Perpres. No. 43 Tahun
= Perpang No. dengan Dua Muka, sebagai Koperasi 2009 Tentang Tentang

93/X11/2009 Tentang dan Mempertahankan PT-PT yang ada Pengambilalihan

Penataan Koperasi, di dalam badan hukum Koperasi. Aktivitas Bisnis TNI

Yayasan, dan = Upaya Mewujudkan TNI = Permenkeu. No.

Pemanfaatan BMN di Profesional Sebagai Penjaga 23/PMK.06/2010

Lingkungan TNI. Kedaulatan NKRI. Tentang Penataan

Pemanfaatan BMN di
/,’? Respon Politik Kedua Aktor i\\ R Lingkungan TNIL.
’ Bertentangan :
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1.8 Keterangan Alur Berpikir

Dari model analisis di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi tarik menarik
kepentingan diantara aktor-aktor TNI dengan aktor-aktor diluar militer. ~Aktor-
aktor TNI terdiri dari Dephan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD, Ketua
Inkopad dan Ketua Puskopad “A” Kodam Jaya. Aktor-aktor diluar militer terdiri
dari Pemerintah, DPR, Akademisi/Peneliti dan LSM/Civil Society.

Tarik manarik kepentingan diantara kedua aktor tersebut terkait dengan 2
(dua) isu, yang pertama, mengenai eksistensi Inkopad pasca dikeluarkannya UU.
No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang kedua terkait dengan upaya untuk
mewujudkan TNI yang profesional.

Tarik menarik kepentingan tersebut melahirkan respon politik dari kedua
aktor terutama mengenai eksistensi Inkopad, yaitu apakah Inkopad tidak
dibubarkan, ditertibkan atau dibubarkan. Respon politik tersebut melahirkan
konflik kepentingan diantara kedua aktor khususnya dalam mewujudkan TNI
yang profesional. Aktor TNI berpendapat jika negara tidak mampu memenuhi
kesejahteraan prajurit maka sulit untuk mewujudkan militer yang profesional,
sementara aktor diluar militer berpendapat bahwa militer harus tetap profesional
meskipun negara belum mampu memenuhi kesejahteraan prajurit.  Artinya
terwujud ataupun belum terwujud kesejahteraan prajurit militer harus tetap
profesional sebagai alat penjaga pertahanan negara.

Tarik menarik kepentingan tersebut juga terlihat dari pertentangan
peraturan yang diterbitkan oleh aktor-aktor politik militer dengan aktor-aktor
politik diluar militer. Aktor-aktor TNI menerbitkan aturan perundang-undangan
yang terdiri dari Permenhan No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI dan Perpang No. 93/XII/2009 Tentang
penataan Koperasi, Yayasan, dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan TNIL
Sementara itu aktor-aktor diluar TNI menerbitkan aturan perundang-undangan
yang terdiri dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU. No. 25 Tahun 1992
Tentang Koperasi, Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan
Aktivitas Bisnis TNI dan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan
Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI. Dari beberapa pasal yang
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diatur oleh Permenhan dan Perpang terdapat aturan-aturan yang bertentangan

dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang TNI, undang-undang

Koperasi, Pepres, khususnya terkait dengan aktivitas bisnis melalui badan hukum

Koperasi. Pertentangan dari perudang-undangan yang berasal dari aktor-aktor

TNI melahirkan respon politik dari kedua aktor, dimana aktor TNI tetap

berpendapat bahwa Koperasi dapat memperbesar laba melalui badan hukum PT,

sementara aktor diluar militer berpendapat PT didalam badan hukum Koperasi
bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan PT di dalam

Inkopad merupakan Obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Dari pertentangan peraturan tersebut melahirkan respon politik dari kedua
aktor terkait dengan eksistensi Inkopad adalah sebagai berikut:

1. Inkopad Tidak Dibubarkan, Harus Melepaskan PT-PT di Dalam Badan
Hukum Inkopad, dan Tunduk Pada UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang
Koperasi.

2. Inkopad Ditertibkan, Tetap Mengelola PT-PT di Dalam Badan Hukum
Inkopad, Harus Berubah Bentuk Menjadi Badan Hukum PT Untuk Secara
Formal Diserahkan Kepada Negara Untuk Dikelola.

3. Inkopad Dibubarkan, Beroperasi dengan Dua Muka, sebagai Koperasi dan
Mempertahankan PT-PT yang ada di dalam badan hukum Koperasi.

Dari berbagai konflik kepentingan antara aktor TNI dan aktor diluar
militer pada prinsipnya aktor diluar militer ingin melihat seberapa besar political

will aktor TNI untuk mengakhiri bisnis TNIL.

1.9 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian untuk mempelajari suatu gejala atau realitas sosial dan mencoba
menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap terhadap
gejala tersebut. Data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak

mementingkan segi proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat
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siklus yang dapat dilakukan belrulang:g-ulang.44 Dalam penelitian kualitatif
peneliti mengumpulkan data/informasi, kemudian mengklasifikasi data
berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas
realitas/gejala yang dikajinya. = Dalam studi kualitatif, pemfokusan topik
penelitian akan tercermin dari rumusan pertanyaan penelitian.

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian eksplanasi, yaitu
penelitian yang bertujuan menjelaskan bagaimana sebuah fenomena sosial
terjadi. Penelitian eksplanasi diadakan ketika peneliti mengumpulkan
informasi mengenai topik yang telah diketahui dan memiliki gambaran yang
lebih jelas. Peneliti berkeinginan untuk menggali lebih jauh topik ini dengan
mengajukan pertanyaan “how”.  Penelitian eksplanasi mencari sebab dan
alasan mengapa sesuatu terjadi.*’

3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder.
a Data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam (in-depth

interview) dengan beberapa pejabat terkait, diantaranya:

1. Brigadir Jenderal. (Zeni) TNI Ali Yusuf Soetanto, sebagai Sekretaris
Tim Pengendali Pelaksanaan Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI dan
sebagai Direktur Material, Direktur Jenderal Kekuatan dan Pertahanan
Kementrian Pertahanan.

2. Kolonel. (Zeni) TNI Kartolo, sebagai bendahara dan merangkap
sekretaris Tim Pengendali Pelaksanaan Pengambilan Aktivitas Bisnis
TNI dan sebagai Kasubdit Administrasi, Direktur Jenderal Kekuatan
dan Pertahanan Kementrian Pertahanan.

3. Brigadir Jenderal. (Inf) TNI Herman Gaffar, sebagai Ketua Inkopad

4. Kolonel. (Inf) T. Sjahrul, sebagai Ketua Bidang Perbendaharaan
Inkopad

*Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), hal. 15.
45Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 134.
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5. Kolonel. (Inf) Djamhur, sebagai Ketua Bidang Rencana Usaha
Inkopad

6. Mayor. (Inf) Budy Setiawan, sebagai Staf Bidang Teknik
PerKoperasian

7. Kolonel (Inf) Hipdizah, sebagai Ketua Puskopad “A” Kodam
Jayakarta.

8. Fayakun Andriani, Anggota Komisi I Bidang Pokja Pertahanan Bidang
Tugas Kementrian Pertahanan dan Panglima TNI DPR-RI

9. Prof. Dr. lkrar Nusa Bhakti, sebagai Peneliti Senior LIPI, Bidang
Politik Studi Militer.

10. Prof. Dr. Indria Samego, sebagai Peneliti Senior LIPI, Bidang Politik,
Kajian Bisnis dan Militer.

11. Andi Widjajanto, M.Si, sebagai Akademisi UI dan Pemerhati Militer.

12. Dr. Kusnanto Anggoro, sebagai Akademisi UI dan Permerhati Militer.

Model wawancara yang digunakan adalah wawancara tak

berstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan tidak diatur dalam suatu urutan

ataupun aturan yang khusus. Dalam melakukan wawancara pertanyaan-

pertanyaan bisa dikembangkan tentunya tetap dalam kerangka penelitian.

Agar jawaban-jawaban nara sumber tetap dalam konteks fokus penelitian

maka sebelum wawancara akan dibuat panduan atau pedoman terlampir.

Disamping itu juga, dilakukan diskusi terbatas dengan beberapa ahli dan

nara sumber yang kebetulan berhubungan langsung dengan penelitian di

atas.

Data sekunder melalui studi kepustakaan (library research), yaitu teknik

pengumpulan data berdasarkan atas penelahaan literatur, misalnya: buku-

buku, jurnal, surat kabar, kliping, laporan diktat kuliah, internet ataupun

dokumen-dokumen yang diterbitkan Dirjen Kementrian Kuathan, Mabes

TNI, INKOPAD, Puskopad “A”, diharapkan dapat menjadi pijakan

menuju sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat bagi penulis.

Teknik pemilihan informan secara purposive, yaitu dilakukan jika
peneliti ingin mendalami suatu kasus yang melibatkan (a) jenis informan

tertentu; isu-isu sensitif bagi kelompok masyarakat; (c) memperoleh
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pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Dalam
memperoleh informan teknik ini melibatkan penilaian ahli atau tujuan-
tujuan tertentu yang ingin dicapai peneliti karena peneliti sama sekali tidak
dapat menyusun dan melaksanakan kerangka sampel atau pada masalah-
masalah tertentu dimana kerangka sampel tidak mungkin dibuat karena
keterbatasan dana, waktu dan tenaga.46 Sedangkan pengertian Informan
adalah pemberi informasi dalam penelitian kualitatif. =~ Peneliti harus
menentukan siapa yang akan dijadikan informan. Informan yang baik,
adalah seseorang yang mengetahui dengan baik masalah yang diteliti dan
menyaksikan kejadian-kejadian di tempatnya.
4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi,

baik berupa catatan pribadi atau rekaman yang telah dibuat transkrip

kemudian diperiksa dan dicocokan kembali. Data yang terkumpul ini

selanjutnya akan dikelompokkan menurut klasifikasi dan jenis variabel

masing-masing.  Hasil analisis data tersebut diharapkan akan dapat

memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian (research question) yang

telah diajukan.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Latar Belakang

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Signifikansi Penelitian

Kajian Literatur

Kerangka Pemikiran

1.6.1 Militer Profesional dan Demokrasi
1.6.2 Militer Didalam Bisnis dan Politik
1.6.3 Konflik Kepentingan

1.6.4 Konsep Koperasi di Dalam Tata Perekonomian Indonesia
7 Alur Berpikir
8 Keterangan Alur Berpikir

Metode Penelitian

46Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, op. cit, hal. 134.
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1.20 Sistematika Penulisan

BABII SEJARAH INKOPAD DAN FAKTOR-FAKTOR

2.1

2.2
2.3

24

KETERLIBATAN MILITER DALAM BISNIS DI INDONESIA
DAN UPAYA MEWUJUDKAN TNI YANG PROFESIONAL
Pembentukan Inkopad 1961-1964
2.1.1 Dinamika Perkembangan Unit-Unit Usaha Inkopad
Pembentukan Militer Indonesia
Faktor-Faktor Keterlibatan Militer Dalam Bisnis di Indonesia
2.3.1 Dampak Militer Melakukan Aktivitas Bisnis
Reformasi Kelembagaan dalam Tubuh TNI Dalam Upaya Mewujudkan TNI
yang Profesional
2.4.1 Profesional TNI dan Hubungan Sipil Militer di dalam UU.
No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

BAB III PENERTIBAN BISNIS TNI: STUDI KASUS INKOPAD

3.1

3.2

3.3

Kedudukan Koperasi Sangat Kuat di Dalam Tata Perekonomian
Negara

Inkopad Bukan Obyek Hukum UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang
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BABII
SEJARAH INKOPAD DAN FAKTOR-FAKTOR KETERLIBATAN
MILITER DALAM BISNIS DI INDONESIA DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN TNI YANG PROFESIONAL

2.1 Pembentukan Inkopad 1961-1964
1. Pencetusan Ide

Terbentuknya Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (Inkopad) tidak
terlepas dari sejarah terbentuknya Koperasi Pusat Siliwangi, Koperasi Pusat
Jayakarta dan Pusat Koperasi Keluarga Angkatan Darat Kodam XIII/Merdeka
(PUKKAD DAM XIII/MERDEKA).

Koperasi Pusat Siliwangi merupakan Koperasi pertama di dalam
lingkungan TNI Angkatan Darat, yang didirikan dengan Keputusan Panglima
T&T IMI/Siliwangi.  Koperasi Pusat Siliwangi sejarah pendiriannya berawal dari
Koperasi Primer di lingkungan T & T III/Siliwangi. Pada tahun 1950 sudah
dirasakan perlu adanya badan yang khusus membina kesejahteraan prajurit beserta
keluarganya.’  Akan tetapi melihat terbatasnya ruang lingkup kegiatan DSKT,
dihadapkan dengan aspek-aspek kesejahteraan prajurit yang relatif luas, maka
diperlukan wadah usaha kesejahteraan yang non fungsional.

Di lingkungan Tentara & Territorium III Siliwangi (T&T 1II/
SILIWANGI) yang telah disemangati oleh pertumbuhan gerakan Koperasi
Indonesia pada awal tahun-tahun lima puluhan, terutama di Jawa Barat sebagai
daerah tempat lahirnya Koperasi Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947, di
Tasikmalaya, maka beberapa kesatuan mulai mendirikan Koperasi-Koperasi
primer jenis konsumsi atas prakarsa para anggota kesatuan tersebut. Salah satu
Koperasi primer yang termaju pada waktu itu ialah “Koperasi Simpan Pinjam
Intendans” (KOSPINT) di lingkungan Corps Intendans Angkatan Darat (CIAD)
T&T III/Siliwangi, yang didirikan pada tanggal 7 Januari 1954 dan baru

*"Secara fungsional badan yang sudah ada pada waktu itu, yaitu Dinas Sosial Kesejahteraan
Tentara (DSKT) yang merupakan bagian dari Staf “A”. Berdasarkan Penetapan Menteri
Pertahanan No. 126, pada tanggal 10 Desember 1949, dibentuk 3 (tiga) staf utama pada tingkat
Markas Besar Angkatan Darat (MABAD), yaitu Staf “A”, “Q” dan “G”.
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memperoleh hak badan hukum Koperasi pada awal tahun 1967. KOSPINT
merupakan Koperasi primer yang tertua di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Keberhasilan KOSPINT telah mendorong tumbuhnya Koperasi-Koperasi
primer di kesatuan-kesatuan lainnya, terutama di lingkungan KMKB Bandung dan
Cimahi. Kenyataan ini telah menggugah kesadaran Mayor Suparto
Wongsopranoto selaku Kepala Staf KMKB Bandung dan Cimahi dalam
mengambil prakarsa untuk mendirikan suatu badan yang mengkordinir seluruh
primer dari kesatuan-kesatuan TNI AD yang berada dalam daerah hukum KMKB
Bandung dan Cimahi. Untuk keperluan itu, menjelang akhir tahun 1955 diadakan
pertemuan antara pimpinan KMKB Bandung dan Cimahi dengan para wakil dari
Koperasi-Koperasi primer tersebut, yang menghasilkan pembentukan Pusat
Koperasi pada tingkat KMKB Bandung dan Cimahi dengan nama: “Pusat
Koperasi Keluarga Angkatan Perang” (PKKAP).

Pada awal perkembangannya PKKAP belum dapat bekerja secara efesien,
karena menghadapi berbagai kesulitan, terutama masalah keanggotaan,
kekurangan modal dan terbatasnya fasilitas. = Namun demikian pembentukan
PKKAP adalah amat penting, karena hal itu sejalan dengan pendapat Pimpinan
Divisi Siliwangi pada waktu itu, yang mengharapkan dengan adanya Koperasi
dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya, sehingga moral
para prajurit selalu terpelihara, terutama bagi mereka yang bertugas dalam operasi
pemulihan keamanan.

Dalam pertemuan berikutnya antara Pengurus PKKAP dengan Pimpinan
T&T HI/SILIWANGI menghasilkan keputusan mengenai pembentukan Pusat
Koperasi yang meliputi seluruh wilayah T&T ITI/ SILIWANGI.*®

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan susunan Pengurus serta

Badan Pemeriksa “Pusat Koperasi Siliwangi” masih bersifat sementara, karena

**Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Panglima T&T III/SILIWANGI No. SP. 52/3/5/1956
tanggal 23 Mei 1956 mengenai pembentukan Panitia Perumus Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga Pusat Koperasi yang akan dibentuk. Setelah panitia perumus selesai dengan tugasnya
menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dapat mencerminkan adanya
keselarasan antara demokrasi Koperasi dengan azas kesatuan maka Panglima T&T
III/SILIWANGI mengeluarkan Surat Keputusannya No. Kep. 28/8/1956 tertanggal 4 Agustus
1956, tentang berdirinya Pusat Koperasi Tentara & Territorium III Siliwangi dengan nama:
“PUSAT KOPERASI SILIWANGI” yang meliputi seluruh wilayah T&T II/SILIWANGI
termasuk Jakarta Raya pada waktu itu.
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belum disahkan oleh Rapat Anggota. Namun demikian secara defacto kedua
landasan hukum organisatoris tersebut sudah dapat dipakai untuk melaksanakan
kegiatan perKoperasian di dalam jajaran T&T III/SILIWANGI, karena adanya
keputusan Panglima.

Kegiatan pengurus sampai akhir tahun 1956 masih ditujukan pada
pemantapan organisasi. Kemudian terlihat perkembangannya yang relatif pesat
selama tahun 1957, baik di bidang organisasi maupun di bidang usaha dan
pelayanan anggota. = Kemajuan tersebut tercermin pada peningkatan jumlah
karyawan dari 2 orang menjadi 117 orang, dan dengan terbentuknya
perwakilan/komisariat-komisariat di Jakarta Raya, Resimen Infantri 8/Bogor,
Resimen Infantri 9/Cirebon, dan Resimen Infantri 11/Tasikmalaya

Pembentukan komisariat-komisariat ini merupakan keharusan, karena
tersebarnya anggota (Primer-Primer Koperasi) di seluruh wilayah T&T
II/SILIWANGI, termasuk Jakarta Raya pada waktu itu.  Selanjutnya dengan
keluarnya Undang-Undang PerKoperasian No. 79. Tahun 1958, walaupun Pusat
Koperasi Siliwangi belum berbadan hukum, namun harus menyesuaikan diri
dengan undang-undang tersebut, antara lain dengan merubah nama dari “Pusat

Koperasi Siliwangi” menjadi “Koperasi Pusat Siliwangi” (KPS).*’

*Pertumbuhan Koperasi Primer Menjadi lebih pesat, setelah dikeluarkannya Surat Perintah
Panglima T&T HI/SILIWANGI No. SP. 368/3/1958, tanggal 19 Juni 1958 tentang perintah kepada
kesatuan-kesatuan yang belum mendirikan Koperasi agar segera mendirikan Koperasi. Berkenaan
dengan Surat Perintah tersebut, Pengurus KPS mengeluarkan Surat Perintah No. 4968/01/1958,
tentang perintah kepada Koperasi-Koperasi primer dari kesatuan-kesatuan dalam jajaran T&T
[II/SILIWANGI, termasuk Jakarta Raya agar:

a. Koperasi Primer yang belum menjadi anggota KPS supaya menjadi anggotanya.

b. Anggota KPS yang menjadi anggota Pusat Koperasi lain, supaya menanggalkan keanggotaannya

dan hanya boleh menjadi anggota KPS.

Kedua macam Surat Perintah tersebut telah meningkatkan jumlah anggota KPS menjadi 319
Koperasi Primer, sehingga diperlukan pembentukan 2 (dua) Komisariat lagi di Purwakarta dan di
Garut. Akan tetapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/59 mengenai
pemantapan jumlah Koperasi-Koperasi primer, maka anggota KPS menyusut menjadi 158
Koperasi Primer. Perkembangan selanjutnya KPS memperlihatkan kualitas bidang organisasi dan
usaha serta pelayanan anggota yang semakin meningkat.

Proses pemantapan pembinaan organisasi diperlihatkan dengan dimulainya upaya memperoleh
Hak Badan Hukum (HBH) yang berjalan lancar selama tahun 1959, sehingga 5 (lima) Koperasi
Primer telah mendapatkan HBH, yaitu:

a. Ko